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REFORMASI BIROKRASI: TUNTUTAN PERUBAHAN DAN
PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASINYA
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Di Indonesta, reformasi hirokrasi pemerintah merupakan bagian dari funtutan reformasi
secara fotal yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Birokrasi dibentuk untuk
memberikan pelavanan kepada publik tanpa pandang bulu, dan karenanya diperiukan orang-
orang vang memang memiliki keahlian (ekspert) sehingga pelavanan dapat diberikan secara
profesiomal. Tuntutan mengenai perlunya reformasi birokrasi ini sebenarnya lebih dipengaruhi
oleh adanya dua pandangan atau perspektlf mengenai adminisirasi negara atau birckrasi tu
sendiri. Perspektif tersebut kiranya dapat dihagi ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan
fakior eksternal. Dari faktor infernal, tuntutan ite berkembang berdasarkan pada keadaan
atau kondisi yang terjadi atau mewarnai kondisi birolrasi saat ini, seperti tindakan-tindakan
penvelewengan, tidak fransparannya sistem birolrasi yang cenderung dipengaruhi oleh budaya
feodalisttk. patrimonial, hedonistik,  inefisiensi/pemborosan  dalam  pemanfoatan  sumber
dayanya, rendshnyva kualitas aparatur terutama dilihat dari segi mental dan moral, dan
sebagainya.  Sedanghan dari faktor eksternal tuntutan itu lebih di daserkan pado adana
perkembangan lingkungan yang begitu cepat demgan arus globalisasi yang melanda dunia,
sehingga dituntut birokrasi yang kuat dari segala aspeknya. Reformasi birokrasi salah satinva
dapat  dilakukan melalui  restukturisasi dan  reorganisasi  Instimsi  paguvuban  PAN
(Kementevian PAN, LAN, dan BEN). Untuk itu diperlukan adanya format lain sebagal konsep
ataw model yang dikarapkan akan dapal membangun kemboll citra-birokrasi sekaligus juga
dalam rangka menata kembali stultur dan organisasi birokrasi. Sistem ini merupakan sistem
unil terpusat, artinya balwa kewenongan manafemen kepegawaian dipusatkan pada satu
lembaga khusus secara independen. Sistem sentralisasi ini berbeda dengan sistem sentralisast
pemerintahan, melainkan merupakan sentralisasi dalam lingkungan vreanisasi. Dan model ni
dipandang sebagai langkah awal dalom upaye memperbaiki sistem birokrasi secara
keselurwhan. Penataan kelembogaan paguyuban PAN menjadil salak satu dasar yang strategis,
karena dari situlah sebenarnya keluar kebijakan-kebijakan publik vang mengatur masalah
aparatur di Republik ini.
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Pendabuluan ‘
permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini
Bermcara masalah birokrasi di Indonesia  tidak  semata-mata timbul sebagai  suatu
sepertinya akan selalu terkait dengan berbagai  permasalahan  vang bersumber dan  faktor
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internal, ‘melainkam  juga  terkait  dengan
perma-salahan vang bersumber dari faktor
cksternal.  Dan faktor intemal misalnya
terkail dengan masalah yang meliputi hal-hal
seperti kualitas SDM vang diang-gap masih
rendah, sistem dan prosedur berele-ele
(birokratis), budava kerja vang feodalistik,
kepemimpinan yang kaku dan cenderung
tudak visioner, menial dan moral rendah,
strukiur organisasi yang gemuk tpi Kurang
jelas fungsinya, kesejahleraan pegawai vang
rendah, dan scbagainyan  Scedangkan dari
fakior eksternal paling tidak. terkait dengan
hal-hal seperti kepercayaan masyarakal yang
rendah  terhadap  birokrasi,  tuntutan
masyarakat terhadap perlunya birokrasi yang
profesional, bebas KKN, perilakn dan budaya
vang diami oleh masyarakal omuom vang
kurang kondusif bagi perbaikan birokmasi ity
sendird, tingkat kesadaran dan kedisiplinan
masyarakal terhadap sistem kebijakan vang
berlakn vang masih rendah, kesenjangan
sosigl, serta hal-hal laimmya yang terkai
dengan pola, struktur, dan aktivitas publik
yang berhubungan dan/atau dapat mempeng-
ruhi tugas-tugas birokrasi

Sebagai akibal dan adanva peru-bahan
yang begitu cepat dalam sistem politik dan
pemerintaban di Indonesia, vang ditandai
dengan jatubnya rejim orde bam sctelah
borknasa sclama kurang Iebih 32 tahun,
sccara  langsung mempe-ngamhi  pula
terhadap tuntutan peru-bahan dalam birokrasi.
Tuntatan refor-masi termyata tidak hanya
scbatas pada upaya untuk mengganli rejim,
melainkan juga berimbas kepada tuntutan
terhadap perubahan birokrasi vang selama ini
dipandang selain sebagai tangan-tangan
penguasa juga dianggap scbagai salah satu
penyebab yang berperan besar atas lerjadinya
krisis multidimensi. Kenyataan memang sulit

asing  laimnya

dibantah, tapi fakia sccara hukum masih
belum mampu mengungkap kebokbrokan
birokrasi tersebut  secara optimal dan
berkeadilan.

Sebagaimana diketahm bahwa gerakan
reformas: di Indonesia vang terjadi pada
tahun 1998, pada mulanya diawali dengan
adanya krisis moneter yang melanda duma
dan kemudian berdampak pada jatuhoya nila
rupiah terhadap nilai dollar dan mald vang
Dalam waktu vang begitu
singkat, ternyata di Indonesia dampak krisis
tersebut semakin melebar kepadn aspek-aspek
lainnva, sepert sosial, politik, ekonomi,
budava. dan keamanan, yang secara umim
tidak mampu diatasi oleh pemerintahan kita
Akhimya sebagai puncak kekecewaan
masyarakat terja-dilah gerakan demonstrasi
vang dilaku-kan secara masif oleh kalangan
maha-siswa yang berujung pada jatuhnva
rejim Socharto tanggal 21 Mei 1998,

Namun demikian, apa sehenamya yang
dituntut dalam reformasi birokrasi ni? Bila
ditelaah, yang menjadi tuntutan  dalam
reformasi  birokmasi di  Indomesia  pada
dasarmya meliputi dua hal pokok. yaitu (1)
periunva perubahan dolam kinerja birokrasi,
berupa pemingkatan pro-fesionalisme dan
kualitas pelayanan publik; (2) dihapuskannya
praktek-prakiek penmyelewengan  birckrasi
berupa  korupsi, kolusi, dan Nepotisme
(KKN), yang dipandang sebagai suatu yang
sudah terdalu parah terjadi di lingkungan
birokrasi. Bahkan dianggap telah menja-di
budaya dalam lingkungan birokrasi

Tuntutan peruhshan yang terjadi di
Indenesia ini pada dasarnya merupakan suatu
yang umum pula tlerjadi pada kalangan
birokrasi di negara-negara ber-kembang  Hal
ini disebabkan antara lain karena adanya gap
(kesenjangan) anfara harapan (das sollen)
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masyarakat dengan kenyataan (dar sein) yang
dialaminya. Sebagaimana dikemukakan oleh
Zanhar (1996) bahwa pandangan
{(pen.:publik) terhadap birokrasi dewasa ini
terbagi dalam dua pandangan yang berbeda,
vaitw: Perfama, yang menganggap baliwa
birokrasi pemerintah ibarat scbuah pera-hu
besar yang dapat menyelamatkan seluruh
warga masyarakat dari “bencana” banjir
ckonomi maupun politik  Kedwa, yang
menganggap bahwa birokrasi pemerintah
sering menunjukkan gejala yvang kurang
menyenangkan. —  cang-gung, kurang
terorganisir  dan  jelek  koordinasinya,
menyeleweng, otokratik, bahkan sering
bertindak korup (hal. 1),

Bila dikaitkan dengan realitas di
Indomesia, paradoks mengenai pandang-an
terhadap birokrasi imi  barangkali dapat
dikatakan bahwa yang pertama meru-pakan
harapan (das soilen), sedangkan vang kedua
merupakan  kenvataan (das  sein) vang
dirasaskan dan dilihat oleh masyarakatr
Schingea dani adanya ke-senjangan itulah
maka tuntutan reformasi di Indonesia lehih
mengarmh pada kedua hal schagaimana
dikemukakan di atas,

1. Teradinva mal-administrasi vang sering
dilakukan oleh birokrasi publik dan
meluasnya praktik KKMN (Peters, 1984:
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239, Zauhar, 1996:2; Widedo, 2001: 6;
Drwiyanto, dkk, 2002:2),

2. Rendahnya profesionalisme  aparat,
kurang inovasi, tidak dinamis, muto
(kualitas) vang masih hams ditinpkat-kan
(Schoorl, 1984:169, Islamy, 1998: 14;
Zauhar, 1996:1-2: Awaloedin Djamin,
1999:25; Widodo, 2001:6: Dwiyanto,
dkk, 2002:3-3),

3. Lemahnya sistem kontrol dalam birokrasi
sehinga mendorong terjadi-nya
mefisiensi, “wasfe” (Awaloedin Djamn,
1999:25; Widodo, 2007:10-11),

4. Budaya (cultwre) yang diamn cende-rung
paternalistik, pafron-clfent, hedo-nistik,
patrimonialistik, feodalistik
(Tjokrowinoto dkk, 2001.6; Dwiyanto,
dkk, 2002-7),

5. Gemuknya lembaga-lembaga birokra-si
tanpa adanva kejelasan dalam rincian
fugas;

6. Rendshnya staruiar moral dan peri-lakuo
aparat dalam ménjalankan fung-si-fungsi
pelayanan;

7. Sistem insentif vang dianggap kurang
berkeadilan (Awaloedin Djamin, 1999
15, Dwayanto, dkk, 2002:6, Balu dan
Meyer, 2000:129), dan lain-lain.

Pada tataran tertentu, permasa-iahan-
permasalahan di atas bisa tegadi  secars
parsial yang terfragmentasikan pada masing-
kondisi lainnya bisa pula terjadi secama
bersamaan, saling terkail dan  saling
mempengarnbi, sehingga ter-bentuk dalam
suatn  kondisi  permasa-lahan  vang
komprehensif (menyeluruh),
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Dari permasalahan-permasalahan di atas
pada akhimva menjurus pada  lurunoya
ungkat kepercayasn masvara-kat terhadap
kinetja birokrasi. Dan di Indonesia hal iw
boleh dikatakan sudah mencapa  titik
kolmingsi yvang tdak dapat ditahan lagi
sehinga terjadilah perakan reformas vang
berujung pada jatuhnya rejim orde barnu.

BIROKRASI
FUNGSINYA

DALAM PERAN DAN

Birokmsi secara etimologis berasal dari
kata “hureau” yang berarti meja, dan “eracy”
atan “krafos” yang bemrti | pemc-rintalian,
Sacara harfiah diartikan seba-gai
pemerintahan yang dilakukan dar atas meja.
Dan pengertian harfiab im me-mmjnkkan
bahwi birokrast merupakan skirvitas-aktiviias
vang dilakuokan secara admimstratif di atas
meja.

Dalam  perkembangannya  birokrasi
dipandang sebagai suam organisasi di
aktivitas-aktivitas admimstms di-lakeanakan
Blau dan Meyer (2000: 4) menyatakan babwa
“fipe organizasi yamg dirancany  untuk
menyelesaikan  tugas-tugas  administratif
dilam  skala  besar  dengan  cora
mengkoordinasikan peker-foan banvak orang
seeara sisfematis disebut birokrasi™.

Pengertian yang dikemukakan oleh Blan
dan Mever di alas memberikan pemahaman
vang bersifsl wmwiversal.  Astinya  babwa
birokrasi dipahami secara umum dan berlaku
mmum, schagal  fem-pal  dilaksanakannya
setiap kﬂgm:lml ad-ministratif dalam suatu
orgamnisasi, tanpa melihat apakah orpanisasi
privalt  maupun  orgamisasi  pemenintah.
Penegasan ter-hadap hal terschut dapat dilihat
dalam  pemyataan

yang
mengemu-kakan bahwa ... birokrasi tidak

vang netral  pade  skala  besar”™

dibatasi pada cabang-cabang pemeriniahan,
mili-ter dan sipil, namun juga ditemukan do-
lemn organisasi hisms, serikot kerjo, gere-fo,
inrversitas-universitas, dan  bohkan  da-lam
ktub-kluh basebal (hal 4),

Selamutnys masih menurm Blan din
Mayer. birokrasi dipandang sebagai “suafu
lembaga  yang  sangal  kwal  dengan
kemampuan untuk meningkatian kapasi-tas-
kapasitas potensial terhadap hal-hal yang
batk  maupun  burek  Karena  birokrasi
merupakan instrumen administrasi rasto-nal
(hal 5).
Kekuatan yang dimiliki oleh birokmsi le-hih
terictak pada otoritas yvang  dimiliki-nya
Selaku instrumen administrasi pe-merintahan,
birokrast  memiliki  kapasitas  uniuk
menjalankan  fungsi-fungsi  peme-nntah,
seperti regulasi, perijinan, dan pe-ngawasan
terhadap pemanfantan sumber dayn yang ada
Peran dan fongsi inilah yvang menjadikan
birokrasi sebagai orga-nisasi yang sangat
stratagis.

Dalam  perkembangannya  birokrasi
akan selalu dikstthkan dengan institusi atan
organisasi pemerintah. Pemaham-an 1
cenderung  berkembang hampir di  setiap
negar, termtama  di  negam-nega-
berkembang. Stbenamya  pemaham-an
seperti itn ndak juga bisa  disalahkan,
mengingal  pada awal mulanya  birokrasi
muncul  selaln  terkan  dengan  urusan
pemerintahan,  Sebagaimana dikemuka-kan
oleh Schoorl (1984:166) babwa, “Karena
sejarchaya  varg  berabad-abad  birokrasi
telah mendapat ciri-cirinya yang khas seperti
sekarang ferdapat di ne-gara-negara maju.
Tumbuhnya dari fungsi-fungsi yang terdapat
df istana raja-raja. Tugas vang semula untuk
mengabedi sang raja makin lama sifatnyva
makin ber-geser ke arah pengabdian kepada
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ke-pentingart umum tanpa pandang  bulu.
Jabatan-jabatan makin banyak diserah-kan
kepada orang-orang yang ahii tanpa melihat
latar belakang kelwargamya. Dan pejabat-
pefabar sipll langsung mewakili rafa o
daerah-daerah, menggantikan  penguasa
militer"

Dari wraian di atas, ada dua hal yang
menarik di mana hal itu turut mem-berikan
kekhasan kepada makna dan birokrasi itu
sendir. Birokrasi  dibentuk  untuk
memberikan pelayanan Kepada pu-blik tanpa
pandang bulu, dan karenanva diperdukan
orang-orang vang memang memiliki keahlian
(elspers) sehingga pe-layanan dapat diberikan
secara profe-sional  Pada konteks im sejalan
dengan pendapat Max Weber vang
mengemu-kakan tentang tipe birokrasi ideal
vang discbutnya haras memiliki ciri-cir
spesia-lisasi, hirarkht oforitas, sistem kaidah,
dan impersonalitay (Balu dan Mever, hal 11).

Birokmsi pemenniah memegang peran
utama, bahkan peran tunggal da-lam

suaty negara.  Pan-dangan i
di dasarkan pada asumsi bah-wa di dalam
mengolah  sumber daya wvang dimiliki
organisasi mi mengerahkan para intelekinal
dari beragam latar belakang pendidikan,
schingga keberhasilannya  lebih  dapat
terjamin (Zavhar, 1996:1). Pandangan im
mrn:pnkan pandangan yang positif terhadap

Semenstara  itu Lembaga
Adnnmﬂmm Negara dalam buku SANKRI

{2003:7) menya-takan pula bahwa:
"Dalam  perkembangan  prakiik  dan
pembangunan  adminisirast  negara i

Indonesia, dikenal pula secara populer
istilah oparaiur negara; hahwa peran ad-
minisirasi negara dilakukan oleh oparatur
negara  Dalam hubungan im  aparatur
negara diartikan  sebagai  Keselurshan
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lembaga pemerintahan negara yvang  me-
liputi  apartwr kenegaraan dan aparatur
pemerintahan, serta sumber dava ma-nusia
aparatur negara yang meliputi pejabat
negara dan pegawai negeri "

Tapi di pihak lain ada pula pan-dangan
yvang bergifat negatif, di mana birokrasi
seringkali  digunakan  sebagai  sinonim
imefisiensi (Blan dan Meyer, 2000:4) atau
diidentikkan dengan berba-gai tindakan
negatif seperti  penyele-wengan  (KKN),
penyebab muncuinya ekonomi biaya tinggi
(high cost economy) dan sebagainya.

Namun  bagai pandangan
tentang birokrasi, dalom praktiknya di du-nia
empirik, image negatif terhadap biro-krasi
cendemung  lebih  berkembang, se-hingga
istilah  birokmatis menjadi  soain  stigma
terhadap perilaku admimstrmpa—nwmahan
yang berbelit-belit, biaya
pemborosan, pmyﬁl:w:ngan,dansnhagmm-n
Karena kondisi seperti  imi-lah maka
berkembang pula upaya-upaya konseptual
untuk melakukan perbaikan dan perubahan
gerakan refomasi  birokrasi ataw  dalam
peristilahan lain ada pula vang nmnjmblmlya
dengan refor-masi
publik/pemerintahan.

REFORMASI BIROKRASI DI
INDONESIA SEBAGAI TUNTUTAN

penulis mencoba berangkat dari pengertian
reformas! dan birokrasi secama divergensi
(terpisah) umiuk kemmdian di-ambil suatu
kesimpulan  secara  umum  dengan
mengegabungkan  pengerfian  ke-duanya
menjadi satu istilah tersendini (konvergensi).
Sedangkan mengenai be-berapa
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pungertianmya birokrasi, telah di-uraikan di
alas.

Menurt Wojowasito dan  Poerwa-
darminta (1980062 dan 174) dalam Kamus
Lengkap [nggris - Indonesia,  istilah
reformast dibentuk dard dua kata vaitu “re”
vang berarti kembali, dan “form” yang berarti
bentk atsu membentuk, kemudian dalam
kata bendanya menjadi  “formation”  yang
berarti pembentukkan, Selanjutnva reformasi
schagai satu is-tilah yang berasal dar kata
“peform” yang berarti membentuk kembali,
atau  “re-formation”, vang  bermrti
pembentikan kembala,

Dan pengertian yang bersifat har-fiah
tersebul.  pemahaman lerhadap re-formasi
menjudi  berkembang, sehingga ada yang
menyalakanmnya sebagai sesu-atu vang identik
dengan  peonataan kem-bali,  perubahan,
pembaharuan, trasfor-masi, stau perbaikan,
Namun secara umum makna reformasi dapat
diartikan schagai upaya yang dilakukan untuk
melakukan soatu perubahsn dalam  suatu
sistem tertentn guna mencapal perbaikan atay
pembaharuan menuju sistem yang lebih baik
Wacana mengenai reformasi  biro-krasi
sesumgguhnya bukanlah meropa-kan suato hal
vang barmn, baik di Indo-nesia  maupun
belahan dunia lainoya. Reformasi birokasi
pada dasarmya me-ngarah pada upaya-upaya
vang perln  di-lakukan dalam  bentuk
perubahan-pemu-bahan  yang berarti  dalam
suatu sistem birokrasi pemeriniah  Istilah
pens-tilashannya, ada vang menyebutnya de-
ngan pembaharuan, reformasi, restruk-
umm recrganisasi, msionalisasi, dan

Dalam istilah-istilah tersebui me-mang

tertkandung  unsur kesamaan vaitu  adamya
perubahan, tetapi bila ditelaah lebih jauh

substansi  dan  istlah-stilah  ter-sebut
memiliki perbedaan yang cukup penting
yang selanjumva akan mem-bawa perbedaan
puli pada sisi imple-mentasinya.  Tapi vang
lebih penting di sini adalah memberikan suatu
batasan yang jelas mengenai perubahan itu
sendiri sehingpa bisa memberikan suatu
gambaran yang nyats mengenal makna atay
substansi vang dimaksudkannya

Dalam tulisan ini, penulis tidak akan
terlaln detail membahas mengenai per-
samaan altau perbedaan aniam  reformas
hunk:m: dengan reformasi  administrasi

Namun  dalam  konteks
keseluruhan, perubis memandangnya sebagmi
suatn gerakan yang tidak terdalu berbeda
dalam  pemaknaanmya, yaitu = adamva
perubahan yang  bersifat  me-myeluruh
mielignti berbagal aspek & dalammea.

D Indonesia, reformas birokmsi pe-
merintah merupakan bagian dari tuntutan
reformasi secara lolal vang meliputi aspek
politik, ckonomi, sogial, dan hu-kum. Makna
dart reformasi im sendin, sebagammana
dikemukakan olelr Bintoro Tjokroamidiojo
(2001:69) bahwa,

“Reformasi dari  suofe sistem dan
budaya politik yang paternal, otokratik,
monolittk, seniralistik dengan regimentasi
kuat serta intervensi pemevintah (Kepala
Pemerintahan sendiri] yang sering dis-torsif
(Korupsi, Kolusi, Kroniisme, Nepo-tisme), ke
arah suaiu sistem dan budava politik vang
febih  terbuka,  demokratis, egalitarian,
foleran di mana pemeran utama ekonomi
adalah masyarakatl da-lam sistem pasar
yang lebih fair”.

Pemaknaan reformasi vang diberi-kan
Bintoro di atas bersifat luas, di mana hal itu
pembangunan secara me-nyeluruh dan bukan
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hmyamﬂd:upadnhnukmﬂyun_gdmmm

dengan hn]l itu, maka scbenamya refumms!

peralihkan kekisi-saan dari era orde lama ku
orde bam.

Awzloedin Djamin (1999:35) menya-
takan dalam bukunva “Reformasi Apa-
i Adminigrmas Megara Rl Pasca Pemilu
1999, schagai berikui:

“Cherall administrative refom (pen.: re-
Jormasi total) vang dinmulai tahun 1966
dilanjutkan dalom Pelita | karena tidak
mungkin dilaksanakan sekali jadi, tapi
memeriukan perencanaan vang tepal dengan
penentiuan prioritas-prioritas vang jelas dan
dilaksanakan  secara  ber-kesinambungan.
Penvempurnoan dan perbatkan tidak dapat
dilakukan secara lambal ywlam, apalagi
secara  "hit and run”.  Penvempurnaan
memeriukan  pe-nelitian.  yang  seksamg
(diagnosa) agar therapinyva juga tepal,
Semuanya di-laksanakan “sambil berjalan”
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dan fidak bolch menimbuikan goncangan-
gon-cangan vang tidak perfu".

Terepas dar berbagai latar bela-kang
atau alasan mengenai perlunya re-formasi
birokrasi di Indonesia, dalam konteks yang
wmum (administrasi nega-ra), memang sudah
schamsayn unfuk dilelaah kembali baik dani
segi konscp dan penerapannya, penataan
kembali msur-unsur yang  dikandungnya.
sistemn,  mekanisme, prosedur,  struktur
kelemba-gaan, dan sumber diva manusianya,
bahkan samna dsn pmasarana serta sistem
informasinmym,

Bila dikaji lebih jauh, tonttan me-ngenal
perlunya reformasi birokrasi ini sebenarnya
lenh dipengaruhs oleh adanya dua pandangan
atmn perspelktif mengenm administrasi negara
aton bi-rokrasi itn sendiri.  Perspektif tersebut
kranva dapat dibagi ke dalam doa fakior,
yaitu faktor internal dan faktor eksternal,
Dari faktor imternal, tuntutan ity barkem-bang
berdasarkan pada keadasn atau kondisi vang
terjadi atau mewarnai kon-disi birokmsi saa
ini, seperti tindakan-tindakan penvelewengan,
tidak transpa-rannya’ sistem birokmsi yang
cenderung  dipengaruhi oleh  budaya
feodalisiik, pa-timanial, hedonistik,
inefisienst/ pembo-rosan dalam pemanfaatan
sumber da-yanya, rendalinya kualitas apuratur
teru-tama dilihat dan segi meotd dan moml.
don schagmnya,  Scdangkan dan faktor
cksternal, tuntutan itu lehih di dasarkan pada
adanya perkembangan lingkungan vang
begitu cepal dengan arus globa-lisasi yang
melinda dunia, schingea dituntut birokrasi
yang kuat dari segala aspeknya

Dengan alasan dan kondisi seperti di
atas, tidaklah mengherankan bila tuntutan it
semakin mendesak bahkan dapat dikatakan
bahwa reformasi  admi-nistrasi  pegam
merupakan suatu  keha-rusan yang Udak
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terelakkan lagi atau da-lam isulah latin
dischut dengan conditio sine quanon (Zanhar,
19%G:4). Soatu  pandangan vang sangal
opurusis ke masa depan dengan scgala
kondiz saat i,

Sebenarmya apa yang dimaksud dengan
reformasi birokrasi? Bagaimana hubungannya
dengan  refomasi  adminis-trasi  (negara)?
Serta darimana seharusnya kita memulai?
Pertanyaan mi merupakan perfanyaan yang
cukup mendasar bagi topik bahasan di sini.
Untuk itu berangkal dari pertanyaan itm
pulalah penulis mencoba untuk
membiahasnya, yang akan diuraikan terlebih
dabuly  me-ngenni  igtilah reformasi
administrag,

Reformasi admimistrasi merupakan istilah
vang masih bermakna luas.  Senhsp orang
kemumgkinan masih akan men-
lerjemahkanmya  dengan persepsi ma-sing-
masing sesuai dengan sudwl pan-dang atau
latar  belakang tinjauannya. Schingga
tentunya hal itu akan mem-bawa pula kepada
perbedaan  konsep vang dikemukakannya.
Zauhar  (1996:4) mmgumkakm bahwa
“Isitilah reformasi administrasi mengandung
begitu hanmvak makna, mempunyai  fungsi
vang bera-gam, menimbulkan begite bamvak
hara-pan, tetapi  juga membawe
periengkaran’ vang fak kunpung wsai di
kalungan prak-tisi, pemerhati, masyarakat,
dan kaum teoritisi".
reformasi tersebut dalam kondor ilmu sosial
memang selalu dianggap wa-jar, mengingat
bahwa dalam ilmu sosial perbedaan seperti i
sudah menjadi suatn  “kebiasaan”  yang
dipermaklumkan dengan alasan klasik bahwa
vang men-jadi obyek ilmu sosial meruapakan
obyek yang sangal dinamis, akan selalu

per-kembangan yang terjadi pada lingkungan
masyarakat  dengan  segala  pemukiran,
perilaku, dan aktivitasnya.

Gerald E. Caiden (1969:43) scha-

gaimana dikutip oleh Zauhar, menya-takan
bahwa:
"Studi tentang reformasi administrasi ter-
hambat oleh Hodamva definisi yang dapat
diterima secara unmiversal.  Perbedaan
pemakatan terhadap istilah ini telah me-
myebabkan kebingungan dan kesultian bark
di dalam menentukan parameter da-lam
penelitian maupnem & dalam pe-npembangan
feori. — Istilaly inl dipakai wntuk menunjuk
berbagai macam kegi-atan seperti: kegiatan
penyEmpIrnacs adrministras,
pemeriksaan  adwimis-tratif, pengabaﬂm
terhadap segala macam .tendd'b!rmn
adminisirasi, . sarana wniuk mencipiokan
pemerintghan vang lehih bersth, dan gava
diri  seorang  pembarn  administrasi
F1996:5)",

Dalam Iullsan ini memang tidak ai:an

(negara). Karena penulis sendiri memandang
bahwa tdak  terfaly  penting  wnfuk
memperdebatkan hal im Yang penting
dalam hal ini adalah bagaimana ilmm sosial,
memberikan  sualu  gambaran  de-ngan
mendeskripsikan pola-pola peru-bahan yang
terjadi  atou mungkin  terjadi dalam
perkembangan administrasi.  As-pek-aspek
apa saja yang berubah atau perln dinbah. Hal
uulummjrﬂaangatlmgantmgpadamm
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Sehingga dalam hal ini penulis memandang
perbe-daan istilah bahkan perbedaan dalam
melenpkapi selingpa bisa torat mewamai
wacana lentang konsep-konscp admi-nistras:
yang tentunya diharapkan akan memberikan
manfant bagi perkembangan ilmu
admunistrasi selanjutnya.

Berikut mi adalah beberapa penger-tian
atan batasan vang diberikan oleh pam sarjana
mengenai reformasi  admi-nisirasi - seperti
dikutip oleh Zavhar dalam bukunya
“Reformasi Admimistras. Ken-sep, Dimensi,
dan Strategi™,

Yehezkel Dror memberikian penger-tian
bahwa reformasi  adminisirasi  adalah
perubahan yang terencana lerhadap as-pek
wtama administrasi.  Sedangkan Caiden
(196%:69) mendefinisikan refor-masi
admunistrasi  sebagai  “The  Artificial
Inducement of Administrative Transfor-
mation  Againg  Resistance™  (1996:6),
Definisi Caiden im membenkan persepsi
bahwa perubahan administratif merupa-kan
scsuatu yang dibuat schagai upaya untuk
menghadapi  resistensi  (perla-wanan)  atas
perubahian {itu sendiri).

Kedua pengertian di atas memang belum
secara jelas mengungkapkan len-tang aspek-
aspek  vamg ada  dalam  re-formasi
administrasi, dan apa saja yang dapat berubah
atan periu divbah dari aspek-aspek tersebut.
Tetap secara jelas keduanya manggambarkan

ini tentunya dapat diperscpsikan bahwa pe-
rubahan dimaksud bisa meliputi  selurub
sehagian aspek saja

Suatu batasan yang lebih tepas di-
kemukakan oleh Mosher (1965:129) se-
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bagaimana dikutip oleh Zauhar, yaitu hahwa
“isi  reformasi  asministrasi  adalah
recrganisasi  administrasi” {(hal. ™,
selanjutnya Zauhar mengemukakan scbagai
berikut:

“... bahkan dia menyamakan keduanya. Apa
yvang hendak dikatakan oleh Mosher adalah
hahwa reorganisasi administrasi merupakan
instrumen wtama dan merupokan simbol dari
penyempurnaon administrasi,  Sebenarmna
reorganisasi - administrasi  ifw hanva
merupakan salah satw st dari reformasi
administrasi, yang olel kebanvakan sarfana
disebut  seba-gal  aspek  instifusional
kelembagaan re-formasi administrasi. Aspek
lain dari resformasi administrasi  adalah
perubahan sikap, perilafu, dan nilel orang-
orang vang terlibat dalam proses reformasi
ad-ministrasi. Aspel inilah veng sering dise-
but sebagai aspek periloku,  Dengan kata
fain, maka isi reformasi  administrasi
meliputi  aspek  institusional  alou  ke-
lembagaan dan aspek perifaku (hal 7)°.

Dalam konteks admimstrasi negara,
Awaloedin Djamin-themberikan penger-tian
bahwa reformasi admnistrasi itu me-rupakan

upaya penyempurnaan dan per-baikan. Hal ini
tmmmn dari permyata-annya bahwa “overall
administrative  re-form”, yang berari
penyvempurngan dan  perbaikan  yang
menyeluruh™.(1999:56). Kemudian secara
lebilt jelas lagi ia me-nyatakan bahwa “Istilah

‘refarm” alau re-formasi untuk administras
negara 30 whun  vang lalu  berarti
penyempumaan dan perbaikan™ (hal. 58).

Walaupun makna vang terkandung
keberagamannya sebagaimana diuratkan di
atas, tetapi apabila hal ity akan diwu-judkan
dalam suaiu tataran praktis, pem-batasan
terthadap makna dan ruang  ling-kup
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cabupannya (scope) perin  diongkap-kan
secara jelas. Dan dalam kontcks reformasi
birokmasi di sim. cakupan yang dimaksud
lebih diarahkan pada masalah-masalah vang
terkait dengan urusan birokrasi, Tentunya
denan herbagai cakupan di dalamnya.

Jadi jelaslah bahwa perubahian da-lam
lingkup birokrasi, dewasa mi sudah benar-
benar menjadi tuntutan publik vang perlu
direspons secara anf oleh peme-rintah
termasuk  kalangan birokmasi itw  sendin.
Tuntutan ~ perubahan  hendaknya  tdak
dipandang sebagai svatn yang ber-lebihan,
melainkan harus disadan bahwa hal itn sudah
menjadi  kebutohan  masya-rakat  yang
menghampkan adanya ms-litusi  birokras
vang memiliki  integritas  momal  dan
tanggungjawab dalam tugas, sesuai dengan
tuntutan kebutuhan global.

HAMBATAN IMPLEMENTASI

Meskipon  sudah  disadari  bahwa
reformasi birokrasi merupakan tunfutan yang
bertkembang di Indonesia, namum  dalam
pelaksanaannyva tidak muodah se-bagaimana
diharapkan.  Berbagai kepen-tingan yang
muncul dalam kelompok-kelompok
masyarakal seperti ¢lit politik dengan partai
politiknya, kalangan biro-krasi sendiri, elit
pcmenmahsn, bahkan dan masyarakal

Dninmmmmkamp:rnbahm}'ﬂnstﬂ:wﬂl
di Indonesia dewasa ini cenderung terjadi

paradoksial dan bahkan iromisasi. Di satu
pihak tuntutan perubahan lerha-dap sislem
birokrasi cukup kuat, di lain pihak ada
keraguan pada saat perubah-an itu semakin
menggejals,.  Sehingga akhimya wmilutan
hanya bergema tanpa realisasli yang
signifikan

Bila dikaji lebih dalam, tegadinya
masalah dalam upaya perubahan im dapat
diidentifikasi karena beberpa hal scperti
pertama, tidak jelasnya konsep mengenai
reformasi birokrasi i sendin.  Ketika tefjad
gejolak  yang  menyebabkan  runinhnya
kekuasaan  rejim  Soeharto,  gembkan
mahasiswa vang didukung oleh berbagui
elemen masyarakat teloh dila-kukan secam
efektil dengan sato folue yang sama, yaitu
tuntutan untuk menu-runkan  Socharto.
Slogan vang diteriak-kan memang reformasi,
ietapi  reformasi  seperi  apa  yang
dimaksudkan dan ba-grimana
melaksanakannya sangat tidak jelas, sehingga
ketika Socharto jatub vang terjadi hanvalah
pergantian peme-gang keknasaan. Kemudian
manakala tuntutan reformasi it merambah ke
berbagai aspck, termasuk reformasi biro-
krasi, setiap  orang memberikan  pan-
dangannva, persepsinya, dan pemaham-an-
pemahamannya  dengan  mengemuka-kan
barbagai konsep dan ide, tetapi pada akhimya
hanya menjadi sebuah wacana belaka

Kedna, selain karena ketidak-jelasan
konsep vang diusung oleh maha-siswa dan
kelompok pendukungnya, ma-salah lain yang
menyebab-kan sulitnya mewjudkan
perubahan di Indonesia adalah karena fidak
adanya  fokoh sentral yang konsisten
memegang konsep, ide, dan gagasan untuk
terus maju menjadi tokoh pelopor reformis.
Sehingga pada akhimya semangat reformas
itu sendini menjadi melemah,

Ketiga, masih kuamya kelompok-
kelompok stafus quo vang pada era orde baru
menjadi “tokoh binaan” refim  Socharto,
Ketika semakin tidak jelasnya kelompok
reformis, maka keadaan ini di-manfaatkan
dengan efektif oleh kelom-pok status gquo
uniuk masuk dalam kan-cah reformasi dan

64
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it menentukan arah “reformasi”  yang
di lingkungan birokrasi sendini kelompok ini
masih cukup kuat padas segala tingkatannya
sudah sangat menikmati keadaan yang sclama
ini dimsakannya sehingga tidak menghendaki
adanya perubahan. Resis-tensi dari kelompok
ini dalam konteks perubahan di lingkungan
birokrasi khu-susnya masih dirasakan sangat
kuat.

Keempat, terkait dengan  masalah-
masalah di atas, adalash munculnya ke-
lompok-kelompok oportunis dan volun-feery
yang tumt memanfaatkan  situasi  untok
kepentingan kelompok dan priba-dinya
Kelompok ini tidak kalah peran-nya dalam
mempengaruhi jalannya refor-masi.  Bahkan
mungkin cukup ber-peran  besar Karena
kelompok merambah ke berbagai elemen
umum schagai LSM, para  politisi,
budayvawan, pers, aka-demisi, dan tentunya
juga kalangan birokrasi.

Namun meskipun terjadi perma-salahan
sehagaimana dikemukakan di atas, beberapa
upaya yang telah dila-kukan oleh pemeriniah
dalam merespons tuntutan perubahan dalam
sisten biro-krasi di Indonesia tidak bisa
diabaikan. ~ Upaya vang telah dilakukan
antara lain adalah (1)  Dihapuskannva
manoloyalitas  birokrasi pada salah saam
pariai tertentu  (duln ke Golkar), (2)
Dikembangkannya mefralitas birokrasi yang
harus bersih dan pengaruh partai politik
Bahkan birokrasi hanya diperbolehkan
memilih tetapt tidak untuk dipilih (kecuali
berhenti dari jabatan negeri) yang berarti
bahwa biro-krasi tidak partisan sebagaimana
terfu-ang dalam Peraiuran Pemerintah No, 5
tahun 1999 dan diubah dengan Pera-turan
Pemerintah Nomor 12 talum 1999 |entang
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(3) Sebagai konsekuensi kedua hal di atas,
untuk memilih pada saam pemilu tanpa
tckanan dan dapat menentukan pilihannya
sesuai dengan yang dikechendakinya.

Tetapi pada kenyataannya, peru-bahan
yang dilakukan melalui upaya-upaya di atas,
dapat dikatakan kurang ataun bahkan tidak
berpengaruh terhadap sistem birokrasi secama
prinsip. Ter-utama bila dikaitkan dengan
masalah dalam membah pola din budaya
kerja birokrasi yang cenderung korup (KKN),
Ini berarti balwa tuntulan lerhadap perlu-nya
reformasi birokrasi yang bersifat menyeluruh
pada dasarmya belum termkomodasilkan,

MENGATASI PERMASALAHAN
Sebagaimana dikemukakan terda-huly

sehagal  respons
terhadap tuntutan akan perdunya refor-masi
birokrasi yang menyeluruh tidaklah mudah.
Resistensi yang muncul ternyata relatif masih
kuat, di samping juga karena lemah dan tidak
terfokusnya konsep re-formasi birokrasi itu
sendiri.  Namun de-ngan kenyataan ini tidak
berarti pula bah-wa wupayan melakukan
reformasi  biro-krasi hams  berhem,
melainkan harus terus divpayakan dengan
cam mengalasi per-masalahan-permasalahan
yang muncul.

Birokrasi  hamus direformasi memang
sepakal, tapi bagmimana mercformasi-nya,
itulah yang belum ada kesepakatan. Tapi
dengan adanmya kemavan ini sebe-namva
sudah merupakan suatu modal vlama yang
periu didukung oleh konsep yang jelas dan
kongkrit. Aspek-aspek vang perlu disbah
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dalam sistem birokrasi di Indonesia memang
cukup kompleks, vang untuk pemecahannva
memeriukan kajian dan penelitian  secara
lebih men-dalam. Namun dalam tulisan ini
penulis mencoba melihat dan satu sisi yang di
pandang strategis dan terkait dengan masalah
kelembagaan  birokrasi  demgan  tugas
pekeknya di bidang pengelolaan sumber daya

aparatur  pada  lingkungan  “Paguyuban
Pendavagunaan  Aparatur  Negara” yang
meliputi  Kementertan PAN, Lembaga

Administrasi Negara (LAN), dan Badan
Kepegawaian Nasional (BKN),

Pembinaan terhadap apamtur negam
khususnyn Pepawai Negen Sipil (PNS)
sebagai unsur wama hirokrasi, secara umum

berada pada kebijakan Menien
Pendayagunaan Aparatur Mega-ri
(MENPAN). Sehagat pelaksana opem-

sionalnya di bidang kajian aparatur dan
Pengembangan Pendidikan dan  Pelatib-an
(Diklat) Aparatur, berada pada kewe-nangan
LAN-RI Sedangkan pembinaan dan
pengelolaan  Administrasi  (Manaje-men)
Kepegawninnnya berada pada BKN,

Dengan adanya pc:mm]ﬂm"pm:ba -gian
kewenangan kepada masing-masimg institusi
otonom  tersebwt, dilihat dari  prn-sip
organisasi dengan azas desentrabi-sasinva,
sepertinva keadaan im spdah cukup jelas.
Namun justru dani  hal itlah  penulis
memandang letak kelemahan dar  sisiem
birokrasi di Indonesia.

Alasan yang dapat dikemukakan dalam
menilai titk lemah tersebut amtara lain,
pertama, bahwa antara Kemen-terian PAN,
LAN-RI, dan BKN pada da-samya mengelola
safu pbyek yang sama yaitn aparatur negara
(PNS) dengan substansi urusan yang berbeda
(sesuai dengan tugas pokoknya masing-
masing). Ada dua kelemahan dalam konteks

i, yaitu (1) adanya ketidak-konsisienan
pemerintah terhadap upaya metralitas PNS.
Manakala PNS dituntut untuk tetap netral dan
tidak ierpengarub  oleh  per-laku  dan
perubahan politik. tapi di la-pangan justri
pembing kebijakan umum PNS dipegang oleh
pejabat politik yaitu Menteri PAN,  Sangat
ironis, karema se-dikit banyak kepentingan
polittk MENPAN akan berpengaruh terhadap
sikap dnn perilaku birokrasi itu sendiri. (2)
Pemi-sahan berdasarkan substansi urusan
pada institusi yang berbedn dan otonom (sig
pengelolaannya), memerlukan inten-sifitas
koordinasi dan Sistem Informasi vang kuat
dengan sistem  dokumentasi (filing) vang
profesional. Di Indonesia keadaan ini masih
sangal memyulitkan. Karena jangankan unmuk
membangun  jaringan  Sistem  Informasi
Manajemen (SIM) yang bak dan online
dengan Ins-tansi lain, untuk SIM yang enline
di Img-kungan Instansi sendii saja masih
sulit dikembangkan. Belum lag) sistem filing
vang wmwmmya legadi di  lingkungan bi-
rokrasi relatif masih buruk sistemnya, atan
mungkin tidak jelaftidak memiliki sistem.

Kedua, - lemahnya  kontrol  terhadap
pembinaan PNS yang dilakukan oleh ke-liga
institusi tersebut.  Hal imi terkail de-ngan
adanys kewenangan penuh dari masing-
masing pimpman  Instansi PNS  untuk
melaksanakan operasional pembi-naan dan
pengembangan  pega-wainya. Badan
Kepegawaian Nasional hanya memberikan
pengesatiin - saja, semen-tara LAN dan
MENPAN cenderung kur-ang terlibat dalam
operasional  pengem-bangan  aparatur,
khususnya yang terkait dengan pangkat dan
Jabatan PNS.

Sebagai contoh kasus, misalnya bahwa
tugas pokok LAN-RI diantamanya adalah
membina  dan mengkoordinasikan  Dikknt

1]
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aparatur. Salah satu konsckucnsi logis yvang

hmusﬁhmwklhu-hmdum
tugasnya terschut, seyog-yanya LAN-RI
memilki database tentang  alumni-alumni
Diklat sesuai dengan vang ada di lingkungan
wilayah binaannya Kemmdian, LAN juga
hendaknya memiliki alst pantan mengenai
bagasmmana pe-manfaatan dari para alumni
Diklat apa-ratur tersebut, apa civil effect vang
hmdibmhn;ndamupmgrmdﬂdmapn

tidak memilili alat pantau  sehingga
menimbulkan kesan bahwa Diklat aparatur,
khususmya wuntuk Diklat  Teknis  dan
Fungsionsl hanyalah merupakan tindakan
formalitas yang ti-dak memiliki dampak
terhadap pening-katan kemampuan dan karicer
PNS. Dalam prmkiiknya seseorang mengikuti
Diklat, baik Diklst Tekmis maopun Diklat
Kepemimpinan (struktural), tidak ada ja-
minan akan diangkat dalam suatu jabatan
sesoal dengan jenjang Diklatnva

Dl pihak lain, BKN vang secara ad-
mimistratif memiliki data-data kepegawai-an
yang velatif Ichih lengkap danpada LAN,
pada praktiknya juga tidak mampu sccara
optimal melakukan pemantavan terhadap
karier PNS. Pada saat BKN memberikan
pengesahan kepada seseorang PNS vang akan
diangkat dalam suatu jabatan tententu,
perimbangannya lebih didasarkan pada hal-
hal vang sifatnya formal administratif saja,
sedangkan aspek-aspek lannya cenderung
kurang diperhatikan. Karena dalam hal ini,
BEN lebih mempercaya-kannya kepada
plmpinan masing-masing instansi. Schingga
tidak anch bila seringkali terjadi seorang PNS
vang diangkat dalam jabatan sementara in
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belum pemah mengikuti Diklat
Kepemimpinan, padahal di Instansi terschut
adumm;ghmm;mdahmrgﬂumﬂ:k]ﬂ.
Kepemimpinan tapi tdak ju-ga diangkat
dalam jabatan sesuai de-ngan jenjang Diklat
yang ditkutinya.

kasus-kasus lain yang secam
umum sebenamya ikut memberikan peran
dalam membentuk oitm negatiffrendah
terhadap Mrokrms

Dampak dari keadsan di ales seca-ma
Eualitatil memang relatif besar yang akhimya
bermmplikasi pula terhadap pola kerja, budaya
kergn, dan perilaku birokm-si yang cendenung
kurang  terkoordi-nasikan  sccarm baik
Akibatnya terjadi ketidakadilan_
pemyelewengan, wewenang,
dan mefisiensi borosan) keuangan
MEEAra.

Schubungan dengan keadaan di atas,
maka kiranya perlu  dipertimbang-kan,
tenfunya seiclah dilskukan kapan terlebib
hendaknya dimulai dari perubahan terhadap
ketiga nstitosi terscbul.  Untuk itw perlu
diperhatikan pula mengenai langkah-langkah

yang menyangkut masalah
bagaimana sebaik-nya sistem pembinaan dan
pegelolaan  birckrasi  dilgkukan?  Siapa
(Institusi) seperti apa yang sebaikma
dibentuk sebagai pengelola pembinaan PNS
{Birokrayi)?
Untuk menjawab kedua pertanysan yang
mendasar tersebut  hendaknya  di-tempuh
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langkah obyektif dan teliti. Memang masalah
dan solusi ini bukan satu-satunya, tapi bila
dibhat berdasar-kan fakta yang tegach di
lapangan, mungkin alternatif ini akan sesuai
dengan vang diharapkan.

Melakukan reformasi birokmsi da-pat
dilakukan berbagai cara, diantaranys melalm
restukiurisasi  dan  Teorganisasi  Institusi
paguyuban PAN (Kememerisn PAN, LAN,
dan BKN). Restrukturisasi yang dimaksud
dalam konteks ini adalah suatu tindakan yang
dilakukan dengan cara melakukan
nstitusi Pagu-yuban PAN dilihat dani sisi
kelembaga-annya. Penataan lembaga melalui
penstrukturan kembali model institnsi PAN

i, bisa  dilakukan  dengan  cam
pembentukkan  organisasi  baru  yang
miengakomodasikan ketiga institusi

sehelumnya (Kantor PAN, LAN, dan BKN).
Dengan kata lain dilakukan merger terhadap
ketiga inslitusi terscbut.  Dengan adanya
penggabungan itw. maka secara otomatis
periu disusum  kembali struktur organisasi
vang relevan dan mengakomodasikan tugas-
lngas masmg-masing insiansi sehelumnya.
Namum secara struktur dipastikan akan lebih
rmping dan simpel.

Institusi barn dimaksud, dibampkan akan
memiliki kewenangan vang luas dan
independen dalam mengelola dan membina
PNS di Indonesia secara obyektf dan
profesional.  Sedangkan bentuk kelembaga-
annya  perlu dipertim-bangkan  sebagai
lembaga yang non departemen dan juga non
kementerian, yang memiliki kedudukan
setingkat men-teri dan merupakan jalur karir
PNS, arti-nya bahwa pejabat yang duduk di
lemba-ga dimaksud merupakan jabatan karir
yang bebas dani pengaruh politik apapun.
Kemudian setelah lﬂllhﬂm ter-bentuk,
langkah selanjutnya mela-kukan

penalgan ulang organisasi.  Dalam konteks
inl,  reorganisasi  dimaksudkan  sebagai
langkah vang dilakukan dalam upaya
menyusun kembal tata kerja orga-misasi,
sisten, prosedur, dan kewenang-an yang
menjadi wgas pokok organisasi.  Jach dan
batasan di atas, restruktunisasi lebih mengarah
pada upaya penataan struktur organisasi,
sedangkan reorgani-gasi lebih mengarah pada
penataan kem-bali kewenangan organisasi.
Dalam model lembaga baru m,
kewenangan vang berkaitan dengan ma-

najemen  kepegawaian  (pengembangan
birokrasi) menjadi  kewenangan  penuh
orgamisasi  dimaksud, Pembinaan PNS

dilakukan dengan kendali sentral mulai dar
rekruimen hingga pensiun.  Kekus-saan dan
kewenangannya memang sangat luas, tapi di
sisi lain efktivitas dan efisiensi akan lebih
teramin, Dengan de-mikian, ini memberikan
makna bahiwa pembinsan dan pengelolaan
PNS se-baiknya dilakukan secam terpusat
(centralized) pada satu institusi yang khusus
dan indepcndm Dengan Sistem Unit yang
terpusal ini diharapkan segala aspek yang
berksitan dengan mana-jemen kepegawaian
di Indonesia dapat lebih terkoordinasikan
secara baik, efek-tif, efisien, profesional, dan
proporsional.  Secam lebih jauh lagi dengan
icrwjudnya good — govermance  dan
mengangkat citra birokrasi pada tingkatan
yang terhormat.

KESIMPULAN
Memburuknya citra birokmsi di Indonesia
memang sudah berlangsung lama. Meskipun
fenomena ini tidak ha-nya terjadi di Indonesia
sgja, melainkan juga di  negam-negam
lainmya, tetapi se-cara global hurnhﬁi di
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dan terkorup.

Untuk memperbaiki citra yang sudah
terpuruk tersebut, menjelang akhir abad 20
telah berkembang wmiutan vang semakin
gencar akan perlunya reformasi (perubahan)
tuntutan perubahan ter-sebut, pada umummnya
telah disepakati bahwa perubahan dalam
sistem birokrasi di [ndonesia memang sangat
penting dan cenderung mutlak perlumya atan
disebut pula dengan conditio sine qua non.
Pada tahap implementasinya
sampai saat im porubahan torscbut tidak
berjalan mulus, karena di samping karena
tidak jelasnva konsep reformasi birokms
viung dinsung oleh para kelom-pok vang
adanya tokoh sentral yang bisa menyatukan
pandangan dalam melakokan perubahan. Di
pihak lain, hambatan vyang juga samgat
penting di-perhatikan adalah karena masih
banyak dan kuatnya kelompok-kelompok
status quo yang berkepentingan untuk
menahan laju perubahan  Keadasn imi
diperparah  lagi manakala  kelompok-
kelompok terse-but  diindikasikan  justm
memegang pe-ranan-peranan  penting  dan
strategis di lingkungan birokrasi.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka diperiukan
adanya format lain scbagai konsep atau model
vang diharapkan akan dapat membangun
kembali citra bi-rokmas sckaligus juga dalam
rangha me-nata kembali stuktur  dan
organisasi biro-krasi. Salah satu alternatif
yang diberi-kan adalah dengan
menggabungkan Institusi Paguwyuban PAN
menjad!  satu institusi  vang  independen
dengan kedu-dukan setingkat kementerian
tapi bukan kementerian, Jabatan di dalammya

murmi merupakan jabatan karier PNS dan me-
69

miliki tanggung jawab seria kewenangan
dalam melaksanakan manajemen kepe-
gawaian secara utuh.  Sistem ini meru-pakan
sistem  unit  terpusal, artinya  bahwa
kewenangan — manajemen  kepepawaian
dipusatkan pada satn lembaga klmsus secam
dengan sistem sentralisasi pemerintahan,
melainkan merupakan sentralisasi  dalam
lingkungan organisasi.
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